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INTAND :
et AN ANAK USIA DINI NON FORMAL

A pendidikan Usta Dini (PAUD)
ans nama Smdari LINA RADIANASPd bertindak dati ams DAmia PALID .:::I_I-
MUIDZ AKIR Tedanggal 07 Maret 2020 yang terletak di Kampung Carin RT 002
Dicsa (Cariy Kecamatan Caru knbupaten Bogor. Perla dilakukan kebijakan oleh Pemerintah
inernh sebagn salah satm peloksana fungst pelayanan kepada Masyarakat.

hahwa herdasarkan pertimbangan schagammimna dimaksasd dalam huruf a, perlu F“_mﬂ";’kﬂ"
Leputusan Hupan tentang Pemberian lein penyclenggaram pendidikan Usin Dini (PAUD)
Mon Foomil;

| indane-1ndage Nomor 14 Tahun 1950 tentng pembeniukin Dacrah-daerah Kabupaten
Dalnm Lingkungan Provinst Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Momor 8} sebapaimina telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentung petnbentukan kubupaten Porwakarn dan Kabupaten Subang dengan mengnbah
Undang-undmg Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembenikin Diacrah-dacrah kabupaten
Datam Lingkunpsn Proving Jaws Barat {Lembarm Negara Republik Indonesia Tahun
| 986 Momor 31, Tambahon Lembaran Negars Republik Indonesia SNomor 2831,

Unding -undang Nomor 20 Tabon 2003 tentang Sistem Pendidikan Magional (Lembaran
Negara Republik Indonesia 43015

Lndang-andang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Femermiahan Dacrah (Lembaran Negam
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembumn Negoara Republik
ndonesin Nomer 5587) Schagmmaona Telah beberupa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang  Nomnor 9 Tahun 2015 teatang perubshan kedoa stas Undang-undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan dnersh {Lembaran Megara Republik
Indonesia tahun 2015 Nonor 58, Tambahan Lembaran Negiura Republhik Indonesin Nomos
5679,

Peraturan PemerintahanNomor |7 Tahun 2060 tentang Peogelolaan dan Penvelenpgaman
Pendidikan  (Lemborun Mepmn. Repoblik Indonesig Tahun 2010 NMomor 25, Tambabian
lembaran Negam Republik Indonesin Nomor 5105) sebgmnmana telsh divhah dengan
Peraturm Pemerintah Nomor 66 Tabmn 20 104enatang Perubahan Atas Peraturan Pemenntoh
MNomor 17 Tahun 2010entang Pengelolamn dan Penyelengiaran Pendidikan (Lembasan
Neparn Republik Indonesin Tabutr 2010 Nomor 42, Tambghan Lembaran Republik
[ndonesim Momor 31375

. Persturzn Menten Pendidikan dan Kebudayasn Nomor 81 Tahun 2013 tentung Pendirinn

Saon Pendidikon Non Formal (Berit Negarn Republik Indonesn Tahun 2014 Nomaor
RET)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 84 Tahan 2014 tentang Pendiman
Satuan Pendidikan Anak Usts Dimi (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
1279): '

Peraturan Pemenmish Nomor 19 whun 2008 tentmg  Kecomatan (Lembaron  negar
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambaban Lembaran Negam Republik
Indonesa Nomor 48263, e '

8 Persturan.

Y A



: . - 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor -"-'mﬂ_f-‘_l' : S A ey
(Lembaran Daerh Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tamb 2
Draerah Kabupaten Bogor Nomor B), SR B
y . e (05 lang Kencana Tata Rumng
9 Peraturan Doerah '[...uburmlgl.| ]'-I.;,Eu,;.r.wmamr 19 Tahumn 2 :J-)nc-lr_:ﬂh HEE'ILIIPHIW T
Wilavah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (1 embaran
2008 Nomor36); 3 Liaran
1, Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 6. Tambahan Lem
dacrah Kabupaten Bogor Nomaor 56); : . Py
I Perataurin. Bupatt Bogor Nomor 07 Tahun 2017 lentang Fmdfl"ﬂ“ﬂ’m‘. hmﬂmﬁ
Penandatanganan Dokumen Adminitras) Pelayaman I-*nl.:nr.man dlan ?'41'"‘1_ F'm”“;:l dﬁbah
Camat (Berita Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebaganmana telah s
dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Porubahan atas Pl.'l'lﬂurfﬂ'lnk upat
Momar 51 Tabun 2013 tentung Pendelepasian  Kewenangan Pmr{ndﬂmngﬂni{nﬂ um::
Adminitrasi Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Camat (Berita Daer.
kabupaten Hogor Tahun 2015 Nomor 49y, _
|2 Peraturan Bupati Bogor Nomor |3 Tehun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Porizinan dan Non Perizinan pada Kecumatan (Benta Daerah kabupaten Bogor
Fahun 2016 Nomar 13:%;

Benta Acura Pembahasan Nomnar 4211/ (O2/TP ALTDNF Kee, Canu/ T/ 20720
Tunggal 07 Maret 2020
MEMUTUSKAN

Mempeibatkan

Menetapkan

KESATU Membenkan Tz Penyelengaraan Pendidikean' Asiak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Kepada:
MamaMamsa Baden Hikum LENA RADIANA, §. Pd

Alanma : Kampung Canu RT 002/001 Desa Cariy K ecamaun
Caru kabupaten Bojgor,

Mama PAUD Non Formal

PAUD AL-MUDZAKIR
Satuan PALID Pendidikan Anak Usia Dini (PALID), (di isi sesuni
permiohonan)
Alamat PATID Non Formal - Kampung Cang RT 002001 Desa Canu  Kecamuatan
Canu Kabupaten Bogor,

KEDLIA . Dlam menyelenggarakan Pendidikan A.mik_ Usia Dini (PALID) Non Formal sebapaimang
dimaksud dalam Diktom KESATL pemegang izin berpedoman pada ketentuan pernturan
penmdang-undangan: e e

KETIGA - Dalurn hal Pendidikan Anak Usia Dim (PAUD) Nom Furmal schapa

Diktum KESATU sudah tidak ada lagi -Mﬁ'i'}-dmggmakim kegintan  dan/atan melanpear
ketentuan peraturan penundang-undangan. maka 211 i dapat di cabut mag dibatalkan
KEEMPAT  © Keputusan ini mulai berlaku pada imngeal ditetzpkan,

DIKELUARKAN DI : CARIU
PADA TANGGAL 13 Maret 2020
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-Pada hari ini, Senin,
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